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Badan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa Prov DK Jakana

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami
telah menyelesaikan Laporan Kinerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
(BPPBJ) Tahun 2021 yang merupakan Laporan Kinerja periode tahun keempat atas
pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2018-2022.

Laporan ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, serta Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta Tahun 2021.
Selain itu laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas kinerja
BPPBJ kepada publik dan pemangku kepentingan fainnya.

Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja setiap
awal tahun berjalan merupakan acuan dan komitmen pimpinan BPPBJ Provinsi DKI
Jakarta untuk mencapai kinerja secara maksimal. Pencapaian target Renstra dan
Perjanjian Kinerja BPPBJ Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2021 masih dihadapkan
oleh berbagai hambatan dan tantangan, teriebih pandemi Covid-19 masih belum usai,
sehingga diperlukan berbagai penyesuaian dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan. Namun demikian, BPPBJ berhasil menghadapi berbagai hambatan dan
tantangan tersebut dengan menerapkan nilai budaya kerja Pemprov DKI Jakarta, yaitu
berintegritas, kolaboratif, akuntabel, inovatif dan berkeadilan, sehingga target yang
diperjanjikan tercapai dengan baik.

Kami berharap LKIP Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2021 ini dapat bermanfaat khususnya untuk BPPBJ Provinsi DKl
Jakarta dalam mengevaluasi kinerja dan mengantisipasi kendala/ hambatan yang
terjadi dimasa akan datang, serta dapat menjadi bahan masukan dalam menyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, Januari 2021
Plt. Kepla Badan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa Provinsi DKI| Jakarta

Sigit Wijatmoko
NIP. 197408301993111001

Laporan Kinerja ' BADAN PELAYANAN
Instansi Pemerintah " PENGADAAN BARANG/JASA
Tahun 2021 PROVINS! DKI JAKARTA




@BPPM

Badan Pelayanan Pengadaan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2021 merupakan wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor
28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan
kinerja dibuat untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi pada perangkat daerah
dan menjadi salah satu komponen untuk mengukur akuntabilitas kinerja perangkat
daerah. Di samping itu, Laporan Kinerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 juga bertujuan sebagai :
1.  Wujud pertanggungjawaban kepada publik; dan
2. Informasi kepada publik atas kinerja yang telah difaksanakan oleh Badan

Peiayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKl Jakarta Tahun 2021 agar dapat
digunakan untuk memberikan saran/ masukan dalam memicu perbaikan kinerja.

Laporan Kinerja BPPBJ Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 disusun
berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi
DKl Jakarta Tahun 2021. Semua Program yang dilaksanakan juga mengacu pada
Rencana Strategis BPPBJ Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 — 2022 dan Rencana
Pembangunan Jangaka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 tahun.

Tahun 2021 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis
BPPBJ Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 - 2022. Laporan ini memuat hasil capaian
kinerja yang diukur dalam 22 Indikator Kinerja yang mengukur keberhasilan dari 10
Sasaran Strategis, 6 Sasaran Khusus dan 3 Sasaran Operasional, dengan ringkasan
sebagai berikut.

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

SASARAN STRATEGIS

1  Terwujudnya Opini laporan
penyelenggaraan Keuangan (3) (3) 100%
pemerintahan yang taktis WTP WTP 3
dan adaptif
2 Meningkatnya Layanan Indeks Kepuasan
Pengadaan Barang/lasa  Layanan PBJ 4 4 1009%
di Pemerintah Provinsi o
DKI Jakarta
3  Meningkatnya Kualitas Persentase Kualitas
Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Anggaran 1% 95.20% 100%
4  Meningkatnya Persentase
kewirausahaan baru penyelesaian rencana
aksi Program
Pembinaan dan 100% 100% 100%
Pengembangan
Kewirausahaan
Terpadu (nomor 20)
5 Meningkatnya akses Persentase
sanitasi layak penyelesaian rencana

aksi Pengembangan 5 o o
dan Pengelolaan Air 100% 100% 18556
Limbah dan Air Limbah

Komunal (nomor 22)

e e e e e A T

Laporan Kinerja // BADAN PELAYANAN
Instansi Pemerintah  / /' PENGADAAN BARANG/JASA |
Tahun 2021 / /' PROVINS! DKI JAKARTA

T




Sasaran

Indikator Kinerja

Target

@y BPPBl

Blacion nan
Barsng/Jusa Prov. DK Fekare

Realisasi

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
6 Meningkatnya fungsidan  Persentase
pengelolaan infrastruktur  penyelesaian rencana
pengendalian banjir dan aksi Pengendalian
abrasi Banjir metalui
Naturalisasi Sungai, . B o
Pembangunan 100% 100% 100%
Waduk/Situ/ Embung,
Revitalisasi Sistem
Pclder dan Tanggul
Pantai {(nomor 23)
7  Temwujudnya saranadan  Persentase
prasarana transportasi penyelesaian rencana
yang aman, memadali, aksi Penciptaan o
maodern, terintegrasi, Layanan Transportasi 100% 100% 100%
ramah lingkungan, dan Terintegrasi melalui
terjangkau bagi semua Jak Lingko (nomor 29)
warga Jakarta Persentase
penyelesaian rencana
aksi Peningkatan 100%  100% 100%
Kualitas Fasilitas
Pedestrian (nomor 73)
8 Terwujudnya tata kelola Persentase
pemerintahan dan penyelesaian rencana
keuangan Daerah yang aksi Mewujudkan
transparan dan akuntabel Akuntabilitas Kinerja 100% 100% 100%
Instansi Pemerintah
{AKIP) dengan
Predikat AA (nomor 39)
9 Terwujudnya tata kelola Persentase
pemerintahan dan penyelesaian capaian
keuangan Daerah yang rencana aksi i £
transparan dan akuntabel Peningkatan Kualitas 100% 100% 100%
Kinerja Pemerintahan
{nomor 61)
10 Terwujudnya tata kelola Persentase
pemerintahan dan penyelesaian rencana
keuangan daerah yang aksi Pengembangan 100% 100% 100%
transparan, akuntabel Smart City nomor (43)
serta berbasis teknologi Persentase
informasi penyelesaian rencana
aksi Implementasi
SPBE (Sistem 100% 100% 100%
Pemerintahan Berbasis
Elektronik) (nomor 63)
11  Terbangunnya kota yang  Persentase
berwawasan tata ruang penyelesaian rencana
dan lingkungan sebagai  aksi Pengendalian 100% 100% 100%
perwujudan kota yang Pencemaran Udara
berkefanjutan dan lestari  nomor {71)
Sasaran Khusus
12 Terwujudnya layanan Penyelesaian Ekatalog
Barang dan Jasa melalui  Tepat Waktu sesuai
Ekatalog yang berkualitas dengan SOP yang 100% 100% 100%
bagi pemangku bertaku
kepentingan (stakeholder)
13 Meningkatknya Persentase
Pemanfaatan E- Pemanfaatan E-Order
Purchasing dalam 100% 100% 100%
Pengadaan Barang dan
Jasa
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Badan Pelayanan Pengudsan
Barang/Jasa Prov. DKI Jakaria

No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(1) (2) () (4) (5) (6)
14  Terimplementasinya Persentase

rencana strategis implementasi rencana

komunikasi publik untuk strategi komunikasi

program-program umum  publik program- 100% 100% 100%

dan unggulan Perangkat  program umum dan

Daerah unggulan Pemerintah

Provinsi DK! Jakarta.
16 Terwujudnya tata kelola Predikat SAKIP
pemerintahan yang Perangkat Daerah A A 100%
transparan dan akuntabel Tahun 2021 (81 (88,81) .
Provinsi DK! Jakarta
18 Mewujudkan tata kelola Nilai PMPRB
pemerintahan dan
keuangan daerah yang

akuntabel dan transparan 92 95,46 104%
serta peningkatan
produktivitas dan
integritas aparatur
17 Suksesnya Penyerapan Nilai pelaksanaan
PEN 2021 dan pengadaan Barang
Ketercapaian Output dan jasa tepat waktu
sesuai rencana : dan sesuai%engan Ho0% 1002 100%
pengadaan perencanaan

pengadaan

Sasaran Operasional

18 Terselesaikannya Tindak  Persentase capaian
Lanjut Arahan Gubernur  penyelesaian Tindak 100% 100% 100%

Lanjut Arahan
Gubernur
19 Meningkatnya Persentase capaian
penyelesaian pengaduan  penyelesaian
masyarakat pengaduan 109 o0 180¢6
masyarakat
20 Terselesaikannya tindak Persentase progress
lanjut rekemendasi penyelesaian tindak
temuan hasil pemeriksaan lanjut rekomendasi
eksternal (BPK) tenj'luan hasil 100% 100% 100%
pemeriksaan ekstemnal
{(BPK)

(Sumber data : pegawai.go.id)

Sebagaimana terlihat di atas, pencapaian Sasaran Strategis, Sasaran Khusus,
Sasaran Operasional Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2021, seluruh
indikator kinerja telah mencapai target Capaian tersebut tidak terlepas dari
dilaksanakannya 2 Program dan optimaliasisi anggaran Badan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021, meskipun anggaran yang
dialokasikan mengalami refocusing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19
dan Pemulihan Ekonomi Nasional menjadi sebesar Rp 77.749.556.404 dan terealisasi
sebesar Rp. 75.635.735.696 atau 97,28% persen. Dengan menimbang realisasi
anggaran dan capaian kinerja yang ada, maka efisiensi anggaran yang berhasil
dilakukan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada tahun 2021 adalah
sebesar 2,72%.

Laporan  ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai  wuijid
pertanggungjawaban kinerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa kepada
Publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja
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Barang/fasa Prov DK Jakarts

kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Semoga laporan ini dapat
memberikan manfaat bagi publik. Kami senantiasa menerima masukan konstruktif
demi meningkatkan kualitas kinerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di
masa mendatang.
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Baden Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa Prov. DKl Jakaria
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Badan Pelaysnan Bangedaan
Barang/Jasa Prov. DI Jakerln

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor § Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Khusus lbukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 5§ Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi DKI Jakarta, BPPBJ dipimpin oleh seorang Kepada Badan dan
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas, BPPBJ dikoordinasikan oleh
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKl Jakarta mempunyai
tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
pada sub bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tugas Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKl Jakarta
dijabarkan ke dalam fungsi- fungsi yang harus dijalankan oleh Badan Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan
Anggaran Badan;
Peiaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan:
Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan;
Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan:
Pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
Pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik:
Pelaksanaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;

® N O RN

Pelaksanaan kesekretariatan Badan;
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Baden Pelayenen Pengadean
Barang/Jasa Prov. DK Jokerte

9. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan; dan
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI
Jakarta Peraturan Gubernur Provinsi DKl Jakarta Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI
Jakarta sebagai berikut :

a. Kepala Badan
b. Sekretariat, terdiri atas :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Program dan Pelaperan; dan

3. Subbagian Keuangan.
¢. Bidang Pengelolaan Pengadaan, terdiri atas :

1. Subbidang Pengelolaan Strategi Pengadaan; dan

2. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan.

d. Bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri atas:
1. Subbidang Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
2, Subbidang Pengembangan Sistem Informasi; dan
3. Subbidang Pengelolaan Informasi Pengadaan.

e. Bidang Advokasi dan Pembinaan Pengadaan, terdiri atas :

1. Subbidang Advokasi Pengadaan;

2. Subbidang Pendampingan Pengadaan; dan

3. Subbidang Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Pengadaan.
f. UPPBJ;
UPPBJ Balaikota;
UPPBJ Kota Jakarta Pusat;
UPPBJ Kota Jakarta Barat;
UPPBJ Kota Jakarta Selatan;
UPPBJ Kota Jakarta Timur; dan

f. UPPBJ Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

® oo T p
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a Badan Pelayansn Pengadaan

Barang/Jasa Prov. DI Jakaria

KEPAL A BADAMN

SUBBAGIAN UMUM DAN | | SUBEAGIAN PROGRAM DAN |
KEPEGAWAIAN PELASORAN SRR LN ANEAN i
[ I 1
BIDANG PENGELOLAAN
i | S S |
e [ sussoana |
|| e | PENGELOLAAN SISTEM| | | SUBBIDANG ADVOKASI
R ot | PENGADAAN SECARA PENGADAAN
| ELEKTRONIK
. —— R ——————
| sussianc SUBBIDANG SUBBIDANG
L PEMANTAUAN DAN = PENGEMBANGAN I~ PENDAMPINGAN
EVALUAS! PENGADAN | BISTEM INFORMAS: PENGADAAN

Diagram 1.1 Struktur Organisasi BPPBJ

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
Aspek strategis Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dalam menjaiankan
tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Pefaturén Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang F-’en_qadaan Baran_(_quasa' Pemerintah

Peraturs PP Nomor 14 ahu 018 tentang Unit Kerja Pe qadas ;‘: Q -

UKPBJ sebagai pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa adatah unit kerja yang
menmiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu
melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan

nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia.

: Péféiu}an Gulf)érﬁ-u;.}ﬁn;mvo} 5 Tahun 2021 ieniang Orgz.lr{lsa'-s.l dér; Struktur 6r-éé—nlsa5| e
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
BPPBJ mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan

bidang keuangan pada sub bidang pengadaan barang/jasa permerintah.

Diagram 1.2 Aspek Strategis Badan Pelayan Pengadaan Barang/Jasa

BADAN PELAYANAN
PENGADAAN BARANG/JAS
PROVINSI DKI JAKARTA
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Badan P, #n
Barang/Jasa Prov. DK Jakarls

Peningkatan layanan PBJ guna mendukung perbaikan pelayanan publik (melaiui
perubahan pola pikir dari process centric ke cutomer centric organization);
1. Perbaikan infrastruktur fisik layanan PBJ;
Pengelolaan risiko yang efektif;
Pengelolaan stakeholder yang mendukung obyektif PBJ;

P 0N

Penyusunan dan implementasi standarisasi prosedur PBJ yang terintegrasi dan
berkelanjutan;

Percepatan implementasi Jabfung dan sistem remunerasi:

Pemenuhan kebutuhan SDM di BPPBJ/UPPBJ;

Penerapan pengadaan berbasis kinerja;

Perbaikan dan pengembangan sistem kepegawaian;

© @ N O o

Penerapan strategi pengadaan yang efektif dan efisien;
10. Pengembangan sistem PBJ online untuk mempermudah pelaksanaan proses,
pelaporan, dan monitoring.

E. SUMBER DAYA MANUSIA
Jumlah pegawai di Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa per tangga! 1
Desember 2021 adalah 159 pegawai dengan sebaran penugasan sebagai berikut:

= Sekretariat Badan
= UPPBJ Balaikota
UPPBJ Kota Adm. Jakarta Pusat
= UPPBJ Kota Adm. Jak Selatan
# UPPBJ Kota Adm, Jakarta Barat
UPPBJ Kota Adm., Jakarta Timur

UPPBJ Kota Adm. Jakarta Utara dan
Kep. Seribu

Diagram 1.3 Jumiah Pegawai BPPBJ
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Badan
Barang/Jasa Prov. DI Jakerlg

Berdasarkan jenis kelamin antara faki-laki dan perempuan, berikut sebaran
pegawai di Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa:

34

27

11

Lii kL

Sekretariat UPPBJ UPPBJ UPPBJ UrPPBJ UPPBJ UPPBJ
Badan Balaikota Kota Adm. Kota Adm. Kota Adm. Kota Adm. Kota Adm.
Jakarta Jak Jakarta Jakarta Jakarta
Pusat Selatan Barat Timur  Utara dan
Kep.
Seribu
u Laki- laki Perempuan

Diagram 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai BPPBJ adalah sebagai berikut;

39 39

15 14
10 & 10
6 5 5
1 1 0 1 o ft o fJo o L2 o
| == amu - = o -
Sekretariat UPPBJ UPPBJ UPPBJ UPPB.J urPPBJ UPPBJ
Badan Balaikota Kota Adm. Kota Adm. Kota Adm. Kota Adm. Kota Adm.

Jakarta Jak Jakarta Jakarta Jakarta
Pusat Selatan Barat Timur Utara dan
Kep.
Seribu
aGolongan |l - Golongan Il wGolongan iV

Diagram 1.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
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Badan Pelsyenen Pengadaan
Barang/Jasa Prov. DKI Jakarta

F. PERMASALAHAN UMUM
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta menghadapi
berbagai hambatan dan tantangan dalam mencapai target sesuai dengan Perjanjian
Kinerja, diantaranya:

1. Berdasarkan perhitungan terdapat kebutuhan sejumiah 173 Pengelola
Pengadaan Barang dan Jasa, namun saat ini baru terpenuhi sejumlah 75
Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Hal ini disebabkan keterbatasan
personil yang memiliki Sertifikat Pengadaan Barang jasa ataupun tingkat
pendidikan yang belum memenuhi persyaratan meskipun tefah memiliki
Sertifikat Pengadaan Parang Jasa.

2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki sebanyak 21 orang Pengelola PBJ
Muda yang sedang dalam proses penilaian angka kredit dan dapat
dipertimbangkan untuk kenaikan jenjang jabatan Madya, namun
berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan jenjang jabatan Madya hanya
diperoleh sebanyak 7 formasi. Oleh karena itu, dalam rangka
mempertimbangkan jenjang karir Pengelola PBJ di lingkungan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan
permohonan kepada LKPP selaku Instansi Pembina JF PPBJ, agar dapat
merekomendasikan usulan kebutuhan dengan tambahan jumiah formasi
pada jenjang jabatan Madya, namun LKPP hanya merekomendasikan

formasi PBJ Madya sejumiah 18, sebagai berikut.
Tabel 1.1 Usulan Kebutuhan Pengeioia PBJ

Hasil Formasi
Jenjang Jabatan Penghitungan Rekomendasi
Kebutuhan LKPP
1 Pengelola PBJ Pertama 101 96
2  Pengelola PBJ Muda 65 59
3  Pengelola PBJ Madya 7 18
Total 173 173

(Sumber data : Surat LKPP Nomor 150/D.3/01/2022)

G. SARANA DAN PRASARANA
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Provinsi DK Jakarta menempati 2
lantai di Gedung Balaikota Blok H, lantai 19 dan 20. Sedangkan Unit Pelayanan
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Pengadaan Barang/Jasa (UPPBJ) Kota Administrasi menempati gedung di Kantor
Walikota masing-masing, namun khusus untuk UPPBJ Balaikota menempati
Gedung Balaikota Biok H, lantai 19 dan untuk Kabupaten Kepulauan Seribu masih
menjadi satu dengan UPPBJ Kota Administrasi Jakarta Utara menempati gedung di

Kantor Walikota Jakarta Utara. UPPBJ Kota Jakarta Utara dan
Kabupaten Kepulauan Seribu
Ji. Laksda Yos Sudarso No. 27-28,
pRRligie o arRe & /| BikPLt 12, Jakarta Utera

JI. Kemhangan Raya No.2,
Blok A. Lt. 10. Jakarta Barat

d
Iz

Frsd
VI

BPPBJ dan UPPB.J Balaikota
Gedung Balalkota Biok H Lt.
18 dan 20, Jakarta Pusat

F7F7

77

UPPBJ Kota Jakarta Pusat
JI. Tanah Abang f No.1 Blok C
Lantai 5. Jakarta Pusat

F/ /7

UPPBJ Kota Jakarta Timur
Ji Dr. Sumamno No.11, Blok D
Lt. 14, Jakaria Timur

UPPBJ Kota Jakarta Sefatan
Ji. Prapanca Raya No.2,
Kebayoran Baru Blok C Lt §
Jakarta Selatan

Diagram 1.6 Alamat kantor BPPBJ dan UPPBJ
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A. RENCANA STRATEGIS
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan rencana
kinerja mempunyai kegiatan yang prioritas yang berfungsi mendukung kebijakan-
kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program-programnya, rencana
: stratejik yang merupakan prioritas tahun 2021 diarahkan untuk menghasitkan kinerja
sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang terintegrasi dan berkelahjutan
dengan mengakomodir penerapan strategi pengadaan yang efektif dan efisien:

2. Pengelolaan risiko dalam setiap proses Pengadaan Barang/Jasa; '
3, ; Pengelolaan kinerja pengadaan di seluruh siklus yang berorientasi kepada

value for money,
4. Pengelolaan SDM berbasis kompetensi Iéepada para pelaku pengadaan,
5. Pengembangan sistem informasi PBJ online untuk pengelolaan proses dan

dokumentasi;

6. Pengelolaan hubungan ke para stakeholder melalui komunikasi yang proakif;
7. Pengembangan berkelanjutan BPPBJ sebagai pusat unggulan (CoE).

Untuk melakukan perencanaan strategis adalah dengan berpedoman pada
Rencana Strategis Daerah Provinsi DK| Jakarta tahun 2018 - 2022, yang
merupakan dokumen kerja untuk lima tahunan, rencana strategis Badan Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKl Jakarta bersifat jangka pendek dan
menengah, namun tetap berwawasan pada jangkauan jangka panjang dengan
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi DKl Jakarta.

Pelaksanaan rencana strategis ditujukan untuk memberikan kontribusi nyata
dalam rangka mendukung operasionalisasi penyelenggaraan pembangunan di
Provinsi DKl Jakarta, dengan pokok-pokok kebijakan maliputi :

1. Penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen resiko
2. Pendampingan Pokja Untuk Manajemen Resiko

3. Supervisi dan Monev UPPBJ

4. Inventarisasi penyelesaian kasus hukum
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Jasa Konsultansi Penyusunan SOP

Pelatihan strategi pengadaan

Pelatihan Dasar Jabfung PBJ

Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Lanjutan
Bimbingan Teknis Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa

. Peningkatan Pemahaman Terhadap Peraturan Pengadaan Barang/Jasa
. Peningkatan Kompetensi Pokja Terhadap Peraturan LKPP No.9 Tahun 2019

tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional PBJ

Pelatihan Jabatan Fungsional Tertentu

Bimbingan Teknis

Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Monitoring dan Evaluasi
Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi DKI Jakarta

Bimbingan Teknis Manajemen Pelayanan Prima

Bimbingan dan Konseling Pengadaan Barang/Jasa

Publikasi informasi pelaksanaan kegiatan PBJ melalui media massa

B. VISI DAN MIS| BPPBJ

Dengan mempertimbangakan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Badan

Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DK| Jakarta, maka Visi Badan

Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DK| Jakarta adalah:

VISI
Mewujudkan BEPPBJ sebagai organisasi
Pengadaan yang bersih, transparan,
akuntabel dan berorienasi pada pelayanan

‘MiSI 4

Mengembangkan Menyelenggarakan
profesionalisme tata kelola
personil PBJ pemerintahan dan
berorientasi pada melalui SDM keuangan daerah
value for money pengadaan yang terintegrasi yang transparan,
barang/ jasa berbasis dan akuntabel
(Center of kompetensi
Excellence)
secara
berkelanjutan

Diagram 2.1 Visi dan Misi BPPBJ
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Rumusan visi tersebut mengandung dua kata kunci yaitu “Organisasi
Pengadaan yang bersih, transparan, akuntabel” dan “berorientasl pada
pelayanan publik”. Pengertian dari dua kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:
Organisasi Pengadaan yang bersih, transparan, akuntabel ditandai dengan
pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang memandirikan, sinergls dan tepat
sasaran, organisasi pengadaan pemerintah yang bersih, efektif, efisien dan
terstandarisasi, penempatan aparatur yang berbasis kompetensi dan kebutuhan,
serta hubungan yang harmonis dengan masyarakat.

Berorientasi pada pelayanan publik ditandai dengan pelayanan pengadaan
barang/jasa pemerintah yang prima, penyediaan sistem dan mekanisme pengadaan
barang dan jasa yang bersih, transparan, dan profesional, pengelolaan aset dan
barang daerah yang rapi, penyediaan mekanisme pengadaan yang baik serta
penyediaan kebijakan dan peraturan pengadaan barangfjasa yang harmonis,
aspiratif, dan berkeadilan.

+ Misi BPPBJ Provinsi DKI Jakarta
Mengintegrasikan rantai proses pengadaan barang/jasa:

1. Meningkatkan kinerja pengadaan barang/jasa berorientasi pada value for money

2. Mengembangkan kapabilitas sebagai pusat unggulan pengadaan barang/ jasa
(Center of Excellence) secara berkelanjutan

3. Mengembangkan profesionalisme personil PBJ melalui SDM yang terintegrasi
berbasis kompetensi

4. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang
transparan, dan akuntabel

C. PENETAPAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem
Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) yang termuat dalam Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Perjanjian kinerja tahun 2021 digunakan sebagai target kinerja tahunan
dalam rangka mencapai kinerja tahunan dan jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-
2022 dan Renstra Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 2017-2022.

Laporan Kinerja ~ / capanreLavanan D
Instansi Pemerintah / /' PENGADAAN BARANG/JASA
Tahun 2021 / /' PROVINSI DKI JAKARTA




@y BrPBI

Baden Pelgyanan Pengadasn
Barang/Jasa Prov. DKI Jakarla

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran : Indikator Kinerja

(1) (2) (4)

Sasaran Strategis

1 Terwujudnya penyelenggaraan Opini laporan Keuangan (3)
pemerintahan yang taktis dan WTP
adaptif

2 Meningkatnya Layanan 1  Indeks Kepuasan Layanan PBJ 4
Pengadaan Barang/Jasa di
Pemerintah Provinsi DKi Jakarta

3  Meningkatnya Kualitas 1 Persentase Kualitas 91%
Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Anggaran

4  Meningkatnya kewirausahaan 1 Persentase penyelesaian 100%
baru rencana aksi Program

Pembinaan dan Pengembangan
Kewirausahaan Terpadu (nomor
20)

5 Meningkatnya akses sanitasi 1 Persentase penyelesaian 100%
layak rencana aksi Pengembangan

dan Pengelolaan Air Limbah
dan Air Limbah Komunal (nomor
22)

6 Meningkainya fungsi dan 1  Persentase penyelesaian 100%
pengelolaan infrastruktur rencana aksi Pengendalian
pengendalian banjir dan abrasi Banijir meialui Naturalisasi

Sungai, Pembangunan
Wadul/Situ/ Embung,
Revitalisasi Sistem Polder dan
Tanggul Pantai (nomor 23)

7  Terwujudnya sarana dan 1 Persentase penyelesaian 100%
prasarana transportasi yang rencana aksi Penciptaan
aman, memadai, modem, Layanan Transportasi
terintegrasi, ramah lingkungan, Terintegrasi melalui Jak Lingko
dan terjangkau bagi semua {(nomor 29)

WSlErala 2 Persentase penyelesaian 100%
rencana aksi Peningkatan
Kualitas Fasilitas Pedestrian
{nomor 73)

8 Terwujudnya tata kelola 1  Persentase penyelesaian 100%
pemerintahan dan keuangan rencana aksi Mewujudkan
Daerah yang transparan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi
akuntabel Pemerintah (AKIP) dengan

Predikat AA (nomor 39)

9  Terwujudnya tata kelola 1 Persentase penyelesaian 100%
pemerintahan dan keuangan capaian rencana aksi
Daerah yang transparan dan Peningkatan Kualitas Kinerja
akuntabel Pemerintahan (nomor 61)
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No. Sasaran

(1) (2)

No.

(3)
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Indikator Kinerja Target

4) (5)

10 Terwujudnya tata kelola 1 Persentase penyelesaian 100%
pemerintahan dan keuangan rencana aksi Pengembangan
daerah yang transparan, Smart City nomor (43)
akuntabel serta berbasis
teknologi informasi 2  Persentase penyelesaian 100%
rencana aksi Implementasi
SPBE (Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik) (nomor 63)
11 Terbangunnya kota yang 1 Persentase penyelesaian 100%

berwawasan tata ruang dan
lingkungan sebagai perwujudan
kota yang berkelanjutan dan
lestari

Sasaran khusus

12 Terwujudnya layanan Barang
dan Jasa melalui Ekatalog yang
berkualitas bagi pemangku
kepentingan (stakeholder)

1

rencana aksi Pengendalian
Pencemaran Udara nomor (71)

Penyelesaian Ekatalog Tepat 100%
Wakiu sesuai dengan SOP yang

beriaku

13  Meningkatknya Pemanfaatan E- 1  Persentase Pemanfaatan E- 100%
Purchasing dalam Pengadaan Order
Barang dan Jasa

14 Terimplementasinya rencana 1  Persentase implementasi 100%
strategis komunikasi publik untuk rencana strategi komunikasi
program-program umum dan publik program-program umum
unggulan Perangkat Daerah dan unggulan Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta.

15 Terwujudnya tata keiola 1  Predikat SAKIP Perangkat A
pemerintahan yang transparan Daerah Tahun 2021 {81)
dan akuntabei Provinsi DKI
Jakarta

16 Mewujudkan tata kelola 1 Nilai PMPRB 92
pemerintahan dan keuangan
daerah yang akuntabel dan
transparan serta peningkatan
produktivitas dan integritas
aparatur

17 Suksesnya Penyerapan PEN 1 Nilai pelaksanaan pengadaan 100%
2021 dan Ketercapaian Output Barang dan jasa tepat waktu
sesuai rencana pengadaan dan sesuai dengan

perencanaan pengadaan

Sasaran Operasional

18 Terselesaikannya Tindak Lanjut 1  Persentase capaian 100%
Arahan Gubernur penyelesaian Tindak Lanjut

Arahan Gubernur
19 Meningkatnya penyelesaian 1 Persentase capaian 100%

pengaduan masyarakat

penyelesaian pengaduan
masyarakat
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No. Sasaran No. Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4) (5)
20 Terselesaikannya tindak lanjut 1 Persentase progress 100%
rekomendasi temuan hasit penyelesaian tindak lanjut
pemeriksaan eksternal (BPK) rekomendasi temuan hasil
pemeriksaan eksternal (BPK)

(Sumber data : Dokumen Perjanjian Kinerja BPPBJ Tahun 2021)

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DK|I Jakarta dalam
mewujudkan target kinerja pada Tahun 2021 tersebut telah menyiapkan APBD Tahun
2021 sebesar Rp 77.749.556.404 (setelah dilakukan rasionalisasi APBD refocusing
pada Tahun 2021). Anggaran tersebut digunakan untuk meiaksanakan program-
program terkait indikator kinerja utama sesuai dengan Perjanjian Kinerja Badan
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 sebagai
berikut:

Tabel 2.2 Pagu Anggaran Program BPPBJ Tahun 2021

No Program Pagu

Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang

1
Dan Jasa 3.062.380.928
2  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 74.687.175.476
TOTAL 77.749.556.404

(Sumber data : https.//apbd jakarta.go.id )

D.TUJUAN YANG AKAN DICAPAI OLEH BPPBJ

Tujuan yang ingin dicapai atas Visi dan Misi diatas adalah:

1. Merencanakan strategi pengadaan yang efektif dan efisien:

2. Menyusun dan mengimplementasikan prosedur PBJ yang terintegrasi dan
berkelanjutan;

Menerapkan pengelolaan risiko yang efekiif;

Meningkatnya efisiensi dan realisasi penggunaan anggaran;

Meningkatnya penyelesaian pengadaan barang/jasa secara tepat waktu;

> o s ow

Meningkatnya kualitas proses dan hasil dalam pelaksanaan pengadaan

barang/jasa;

~

Meningkatnya kepuasan pelanggan atas layanan BPPBJ;

Melakukan pengukuran tingkat kematangan organisasi secara regular;
Meningkatkan kualitas hubungan yang efektif dengan para peianggan dan
stakeholder;

© ®
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10. Mengembangkan sistem tata kelola dokumen PBJ;

11. Memberikan sesi sharing ataupun sistering ke UKPBJ non DKI:

12. Mengimplementasikan Jabfung PBJ;

13. Mengembangkan kualitas SDM berbasis kompetensi untuk seluruh fungsi
pengadaan,

14. Mengembangkan sistem kepegawaian untuk mendukung fungsi BPPBJ/ UPPBJ;

15. Meningkatkan perolehan skor EKPPD;

16. Meningkatkan realisasi penyerapan anggaran;

17. Meningkatkan tata kelola atas sarana dan prasarana yang dimiliki;

18. Mengembangkan sistem PBJ online terintegrasi;

19. Memperbaharui dokumen renstra sesuai dinamika organisasi.

E. SASARAN YANG INGIN DICAPAI

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam hal ini Badan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Provinsi DKI
Jakarta dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu yang
lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan
pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Dengan demikian sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai setiap
tahunnya dalam kurun waktu tahun 2021 yang berfokus pada tindakan dan alokasi
sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Adapun
sasaran yang telah ditetapkan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi
DKI Jakarta meliputi:

1. Tersedianya usulan strategi pengadaan sesuai paket;

2. Tersedianya prosedur PBJ yang mendukung strandardisasi dan integrasi proses
utama PBJ serta proses pendukungnya;
Terlaksananya proses sesuai dengan prosedur;
Terkelolanya risiko utama di setiap paket pengadaan strategis;
Terdokumentasikannya pustaka risiko PBJ;

o g b~ ow

Tersedianya bantuan hukum bagi pelaku pengadaan sebagai salah satu bentuk
mitigasi risiko;

7. Tercapainya peningkatan kinerja terkait dengan anggaran;

8. Tercapainya percepatan waktu proses pengadaan;

9. Tercapainya peningkatan kepuasan pelanggan internal dan eksternal;
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10. Tersedianya informasi status kematangan organisasi dan rencana perbaikan
BPPBJ;

11. Terlaksananya pengelolaan hubungan dengan para pelanggan dan stakeholder
sesuai rencana;

12. Terkelolanya seluruh dokumen terkait PBJ;

13. Terlaksananya kegiatan sharing ataupun sistering;

14. Tercukupinya kebutuhan Jabfung PBJ di semua tingkatan;

15. Tersedianya rencana pengembangan SDM berbasis kompetensi untuk sleuruh
fungsi pengadaan;

18. Tersedianya system informasi kepegawaian dengan fitur employee seif service;

17. Tercapainya peningkatan skor EKPPD;

18. Tercapainya peningkatan kinerja terkait dengan anggaran;

19. Tersedianya data sarana dan prasarana;

20. Terpenuhinya kebutuhan atas sarana dan prasarana;

21. Tersedianya system informasi PBJ online (perencanaan sampai dengan
pembayaran);

22. Tersusunnya draft Renstra yang disesuaikan dengan arahan pimpinan dan
perubahan regulasi
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AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
1. REALISASI CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA BPPBJ

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk dari transparansi capaian keberhasilan
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa kepda masyarakat dalam masa 1
(satu) periode. Adapun manfaat dari pengukuran capaian kinerja adalah
memberikan informasi kepada sfakeholder baik internal maupun eksternal tentang
pelaksanaan program-program yang mendukung misi organisasi dalam rangka
mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian dari target kinerja
menjadi tolak ukur realisasi program Badan Pelayanan Pengadaan barang/Jasa
Provinsi DKI Jakarta. Perjanjian kinerja Badan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa (BPPBJ) Tahun 2021 terdapat sasaran strategis yang diampu oleh
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
beserta indikator sasaran. Realisasi capaian akuntabilitas kinerja Badan
Petayanan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut,

Tabel 3.1 Capaian Realisasi Perjanjian Kinerja BPPBJ Tahun 2021

Sasaran No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

Sasaran Strategis

1  Terwujudnya Opini faporan (3)
penyelenggaraan Keuangan WTP

(3) 100%
WTP

pemerintahan yang
taktis dan adaptif
2 Meningkatnya 1 Indeks Kepuasan 4 4 100%
Layanan Layanan PBJ
Pengadaan
BarangfJasa di
Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta
3  Meningkatnya 1 Persentase Kualitas 91% 95.29% 100%
Kualitas Pelaksanaan
Pelaksanaan Anggaran
Anggaran
4  Meningkatnya 1 Persentase 100% 100% 100%
kewirausahaan baru penyelesaian rencana
aksi Program
Pembinaan dan
Pengembangan
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No. Sasaran No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7
Kewirausahaan
Terpadu (nomor 20)
5 Meningkatnyaakses 1 Persentase 100% 100% 100%
sanitasi layak penyelesaian rencana
aksi Pengembangan
dan Pengelolaan Air
Limbah dan Air
Limbah Komunal
{nomor 22)
6 Meningkatnyafungsi 1 Persentase 100% 100% 100%
dan pengelolaan penyelesaian rencana
infrastruktur aksi Pengendalian
pengendalian banijir Banjir melalui
dan abrasi Naturalisasi Sungai,
Pembangunan
Waduk/Situ/ Embung,
Revitalisasi Sistem
Polder dan Tanggul
Pantai (nomor 23)
7 Terwujudnyasarana 1 Persentase 100% 100% 100%
dan prasarana penyelesaian rencana
transportasi yang aksi Penciptaan
aman, memadai, Layanan Transportasi
modern, terintegrasi, Terintegrasi melalui
ramah lingkungan, Jak Lingko (nomor
dan terjangkau bagi 29)
semua warga 2 Persentase 100% 100% 100%
Jakarta penyelesaian rencana
aksi Peningkatan
Kualitas Fasilitas
Pedestrian (nomor
73)
8 Terwujudnya fata 1 Persentase 100% 100% 100%
kelola pemerintahan penyelesaian rencana
dan keuangan aksi Mewujudkan
Daerah yang Akuntabilitas Kinerja
transparan dan Instansi Pemerintah
akuntabel (AKIP) dengan
Predikat AA (nomor
39)
g Terwujudnya tata 1 Persentase 100% 100% 100%
kelola pemerintahan penyelesaian capaian
dan keuangan rencana aksi
Daerah yang Peningkatan Kualitas
transparan dan Kinerja Pemerintahan
akuntabel {nomor 81)
10 Terwujudnya tata 1 Persentase 100% 100% 100%

kelola pemerintahan
dan keuangan
daerah yang
transparan,

penyelesaian rencana
aksi Pengembangan
Smart City nomor
(43)
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Realisasi

(6)

Indikator Kinerja

(4)

Target
()

Capaian

{7)

akuntabel serta

2

Persentase 100% 100%

100%

berbasis teknologi penyelesaian rencana
informasi aksi Implementasi
SPBE (Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik)
(nomor 63)
11 Terbangunnya kota 1 Persentase 100% 100% 100%
yang berwawasan penyelesaian rencana
tata ruang dan aksi Pengendalian
lingkungan sebagai Pencemaran Udara
perwujudan kota nomor (71)
yang berkelanjutan
dan lestari
Sasaran Khusus
12  Terwujudnya 1  Penyelesaian 100% 100% 100%
layanan Barang dan Ekatalog Tepat
Jasa melalui Waktu sesuai dengan
Ekatalog yang SOP yang berfaku
berkualitas bagi
pemangku
kepentingan
(stakeholder)
13 Meningkatknya 1 Persentase 100% 100% 100%
Pemanfaatan E- Pemanfaatan E-Order
Purchasing dalam
Pengadaan Barang
dan Jasa
14 Terimplementasinya 1 Persentase 100% 100% 100%
rencana sfrategis implementasi rencana
komunikasi publik strategi komunikasi
untuk program- publik program-
program umum dan program umum dan
unggulan Perangkat unggufan Pemerintah
Daerah Provinsi DK! Jakarta.
15 Terwujudnya tata 1 Predikat SAKIP A A 100%
kelola pemerintahan Perangkat Daerah (81) (88,81)
yang transparan dan Tahun 2021
akuntabel Provinsi
DKI Jakarta
16  Mewujudkan tata 1 Nilai PMPRB 92 95,46 104%
kelola pernerintahan
dan keuangan
daerah yang
akuntabel dan
transparan serta
peningkatan
produktivitas dan
integritas aparatur
Laporan Kinerja BADAN PELAYANAN n
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Indikator Kinerja

(4) (5) (6)

Target Realisasi

Capaian

(@)

17  Suksesnya Nilai pelaksanaan 100% 100% 100%
Penyerapan PEN pengadaan Barang
2021 dan dan jasa tepat wakitu
Ketercapaian Output dan sesuai dengan
sesuai rencana perencanaan
pengadaan pengadaan
Sasaran Operasional
18 Terselesaikannya Persentase capaian 100% 100% 100%
Tindak Lanjut penyelesaian Tindak
Arahan Gubemur Lanjut Arahan
Gubermur
19  Meningkatnya Persentase capaian 100% 100% 100%
penyelesaian penyelesaian
pengaduan pengaduan
masyarakat masyarakat
20 Terselesaikannya Persentase progress 100% 100% 100%

tindak lanjut

penyelesaian tindak

rekomendasi lanjut rekomendasi
temuan hasil temuan hasil
pemeriksaan pemeriksaan

eksternal (BPK)

eksternal (BPK)

(Sumber data : pegawai.jakarta.go.id)
Berdasarkan data di atas maka dapat dijabarkan capaian realisasi masing-

masing indikator kinerja utama, terdiri dari:

1. Capaian Opini iaporan Keuangan
Sesuai ketentuan, hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah
baru akan diterima awal bulan Juni atau 2 (dua) bulan sejak laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diserahkan ke BPK. Sehingga, dalam
laporan kinerja ini, capaian yang dilaporkan adalah capaian atas tahun 2020.
Opini laporan BPK atas LKPD Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2017 secara
konsisten memperoleh predikat WTP. Upaya vang dilakukan Badan
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka mendukung peroleh
predikat WTP diantaranya secara konsisten menggunakan Sistem Informasi
Smart Budgeting dalam melakukan perencanaan dan penganggaran,
menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai tindak
lanjut implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian pengelolaan aset secara
konsisten menggunakan Sistem Inventarisasi Elektronik dan Rekonsiliasi
Aset dan Sistem (SIERA). Selain itu dilakukan reviu atas LKPD Badan
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa oleh Inspektorat dan BPK RI perwakilan
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DKl Jakarta. Inspektorat Provinsi DK| Jakarta juga melakukan monitoring
serta mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Badan
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa memberikan dukungan penuh dengan
menindaklanjuti semua rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan
Sasaran Operasional ketiga yakni terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi
temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) dengan dengan capaian 100%.
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tidak
memiliki program dan kegiatan khusus untuk mendukung pencapaian
indikator kinerja tersebut. Predikat WTP dicapai berkat dukungan seiuruh
pegawai dalam melaksanakan tupoksi sesuai dengan peraturan, dengan
Subbagian Program dan Pelaporan yang bertugas mengoordinasikan tindak
tanjut hasil pemerikasaan dan pengawasan BPK.

2. Capaian Indeks Kepuasan Layanan PBJ
Pelaksanaan survei kepuasan layanan Badan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa bagi penyedia/ OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta sejumiah 159 responden yang berasal dari masing-masing wilayah
yang dihimpun oleh masing-masing UPPBJ. Indikator survei yang digunakan
yaitu :
a. Prosedur, persyaratan dan keramahan pelayanan;
b. Kualitas dan keahlian teknis Pokja pemilihan;
¢. Hasil dan proses pelayanang pengadaan;
d. [Infrastruktur pelaksanaan pelayanan.
Pencapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh pencapaian dari
program/ kegiatan yang terkait, di antaranya:
1. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa dengan
kegiatan diantaranya:
a. Penyediaan Jasa Pendukung Pokja dan Tenaga Asisten Pengelola
Barang/Jasa dengan total anggaran Rp 1.231.588.512 dan terealisasi
Rp 1.229.184.000 (100%). Sesuai dengan permasalahan umum yang
dijabarkan pada BAB |, Per tanggal 31 Desember 2021 Badan
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa masih mengalami kekurangan
personil PBJ sehingga untuk memastikan pelayanan pengadaan
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barang dan jasa tetap optimal diperlukan tenaga pendukung Pokja.
Jumlah tenaga pendukung pokja pada tahun 2021 berjumiah 12 orang;

. Pengembangan sistem pengadaan barang/jasa dengan total

anggaran Rp 745.200.000 dan terealisasi sebesar Rp 648.000.000
(87%). Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa berusaha
memastikan sistem pengadaan barang/jasa dapat memberikan
pelayanan yang melebihi kebutuhan bahkan harapan dari stakeholder
baik internai dan eksternal, sehingga stakehoider baik internal dan
eksternal merasa puas terhadap layanan pengadaan barang dan jasa.
Salah satu kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hal tersebut
adalah pengembangan sistem pengadaan barang/jasa secara
berkelanjutan. Pada tahun 2021 pengembangan sistem difokuskan
pada pengembangan sistem e-lang yang dapat mengakomodir proses
perencanaan, persiapan pemilihan dan manajemen kontrak;
Implementasi Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dengan total
anggaran Rp 686.792.416 dan terealisasi Rp 418.500.000 (61%).
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan implementasi sistem
informasi pengadaan barang dan jasa berjalan dengan iancar dan
dapat memberikan kepuasan terhadap pengguna sistem informasi
pengadaan barang dan jasa. Pada tahun 2021 realisasi anggaran dari
kegiatan ini hanya terlaksana pada komponen

. Pelaksanaan FGD permasalahan barang/jasa dengan total anggaran

Rp 14.000.000 dan terealisasi Rp 14.000.000 (100%). Kegiatan ini
bertujuan agar Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
(SDM PBJ) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat
menginventarisasi permasalahan pengadaan barang dan jasa yang
ada di lapangan dan menemukan solusinya bersama-sama sesuai
dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

. Penyediaan tenagdda ahli/nara sumber dalam proses pengadaan

barang/jasa dengan total anggaran Rp 384.800.000 dan terealisasi Rp
363.800.000 (95%). Kegiatan ini bertujuan untuk membantu proses
pengadaan barang dan jasa terutama pada pengadaan dengan
kompleksitas yang tinggi seperti tenaga ahli/ narasumber di bidang
konstruksi sehingga didapatkan hasil pengadaan barang dan jasa
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yang velue for money dan memberikan kepuasan terhadap
stakeholder baik internal maupun eksternal. Kegiatan ini juga
menyediakan tenaga ahli di bidang hukum untuk membantu dalam
pembuatan kontrak yang sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.

3. Capaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran mengukur 3 komponen,
yakni penyerapan anggaran, efisiensi dan pencapaian output. Pada tahun
2021 Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKl Jakarta
mendapat nilai 95,46% dari target 91% yang ditentukan pada Perjanjian
Kinerja. Pencapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh pencapaian dari
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, diantaranya:
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Pengelolaan Arsip Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

T@ ™0 0 oo

Penyediaan Sewa Mesin Fotokopi
Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan
j- Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus

k. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja

Pencapaian penyerapan anggaran Badan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi sebesar 97,69%. Secara umum, penyerapan anggaran sudah
optimal, namun pada kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN menjadi
kontributor terbesar sehingga capaian anggaran pada program tersebut
belum 100%. Pada kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN anggaran
tidak terserap sebesar Rp 1.221.127.995 atau 1,6% dari anggaran Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Hal ini disebabkan saat
perencanaan anggaran diasumsikan terdapat mutasi PBJ dari OPD iain untuk
memenuhi kebutuhan PBJ, namun ha! tersebut belum terealisasi.
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4. Capaian Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan

Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (KSD 20)
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa menjadi penanggung jawab

KSD 20 pada rencana aksi:

a. Penyediaan Ruang Usaha

7I'.'apc;ran' klharja T

Instansi Pemerintah
Tahun 2021

Rencana aksi penyediaan ruang usaha dengan target capaian
Penyampaian Peraturan Gubernur tentang e-order ke Gubernur pada
triwulan |, telah berhasil terealisasi dengan penyampaian draft Pergub
tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Marketplace ke Gubernur
pada triwulan |. Penyusunan draft Peraturan Gubernur tersebut
dilaksanakan dengan mengundang dan mengakomodir masukan dari
stakeholder internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni Biro
Hukum, Biro KDH dan Dinas Peindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecit dan Menengah Provinsi DKI Jakarta. Badan Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta juga mengundang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Republik
Indonesia untuk memastikan Peraturan Gubernur tersebut sesuai
dengan Peraturan LKPP RI.

Pemasaran Produk
Rencana aksi pemasaran produk dengan target capaian Laporan

Pembelian Produk Jakpreneur melalui e-order di triwulan I, (1l dan IV

telah berhasil dicapai. Ruang lingkup laporan tersebut meliputi data

transaksi seluruh SKP/UKPD/BUMD, data UMKM dan data produk
yang terdaftar di sistem E-Order pada triwulan il, 1l dan V. Berikut

rekapitulasi data tersebut per tanggal 14 Desember 2021:

1. Nilai transaksi tahun 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember
2021 dari 279 SKPD/UKPD/BUMD adalah 39,877 milyar;

2. Jumlah UMKM vyang terdaftar sampai dengan tanggal 14
Desember 2021 adalah 2097 UMKM perserta program
Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dan 32 UMKM
Non-PKT yang ferdaftar dari 32 SKPD/UKPD/BUMD
Pendamping;

3. Jumlah produk yang terdaftar sampai dengan tanggal 14
Desember 2021 adalah 6.685 produk.

/ BADANPELAYANAN
' PENGADAAN BARANG/JASAL |
PROVINSI DKI JAKARTA




@ Badan Peleyanan Pengadaan

Barang/Jasa Prov. DKI Jakarla

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tidak
memiliki program dan kegiatan khusus untuk mendukung pencapaian
indikator kinerja tersebut,

5. Capaian Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan
Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunai (KSD 22)

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DK Jakarta menjadi
pengampu pada rencana aksi Pelaksanaan Tender JSS Zona 1 Paket 5 dan
6. Capaian pada renaksi tersebut tetap 100% meskipun tender belum
terlaksana disebabkan BPPBJ beium dapat berproses tender sebelum
adanya dokumen perencanaan yang disampaikan oleh Dinas SDA atas dasar
permohonan tender oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air melaluj aplikasi e-
lang BPPBJ untuk pekerjaan JSS Zona 1 paket 5 dan 6. Badan Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki program dan
kegiatan khusus untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut.

6. Capaian Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui
Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem
Polder dan Tanggul Pantai (KSD 23)

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DK! Jakarta menjadi
pengampu pada rencana aksi Tayangnya item-item sumur resapan, PAH
pada sistem e-katalog. Capaian target tersebut didukung kerjasama dengan
Dinas Sumber Daya Air dan juga LKPP RI. Dinas Sumber Daya Air telah
menyampaikan Surat Keputusan Tim Teknis Dinas Sumber Daya Air dan
kelengkapan/ analisa teknis pendukung atas usulan item-item sumur resapan
pada Januari 2021. Penandatanganan Kontrak antara BPPBJ dengan
Penyedia Katalog dilakukan tanggal 24 Juni 2021. Setelah berkoordinasi
dengan LKPP terkait penanyangan katalog sumur resapan, katalog sumur
resapan telah tayang pada website katalog lokal — LKPP sesuai dengan target
yang ditentukan. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI
Jakarta tidak memiliki program dan kegiatan khusus untuk mendukung
pencapaian indikator kinerja tersebut.

7. Capaian Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan
Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (KSD 29)

~ Laporan Kinera / / BADANPELAYANAN O
Instansi Pemerintah / /' PENGADAAN BARANG/JASAH* N

Tahun 2021 / 4 PROVINSI DKI JAKARTA




B 4.::2‘ ; :I‘ nl
Bajen Pelayanan Pengadaan

Barang/Jasa Prov. DK Jakarla

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta menjadi
pengampu pada rencana aksi Penayangan Harga Jasa Rp/Km untuk Bus
Kecil (AC). Capaian target tersebut didukung kerjasama dengan Dinas
Perhubungan yang telah menyampaikan kelengkapan dokumen berupa KAK
dan Spesifikasi Teknis Usulan Katalog Bus Kecil AC pada triwulan I. Namun
target pada triwulan Il yakni Pemilihan penyedia, review hasil pemilihan,
tandatangan kontrak mundur dari jadwal karena terkendala proses negosiasi
antara Dinas Perhubungan, PT Transportasi Jakarta dan operator yang belum
mencapai kesepakatan. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi
DKl Jakarta tidak memiliki program dan kegiatan khusus untuk mendukung
pencapaian indikator kinerja tersebut.

8. Capaian Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas

Fasilitas Pedestrian (KSD 73)
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa menjadi penanggung jawab

KSD 73 pada rencana aksi:

a. Tayangnya e-Katalog lokal berikut kelengkapannya untuk jenis komoditas
baru dan/atau akan turun tayang
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa berhasil mencapai target
yang ditetapkan yakni Terlaksananya hasii pemilihan penyedia katalog
tiang lampu PJU (April 2021) dan Katalog Tiang lampu PJU sudah tayang
sesuai target, yaitu bulan Juni 2021. BPPBJ juga telah melakukan
addendum kontrak untuk perpanjangan kontrak katalog katagori Hotmix
selama 6 bulan yaitu mulai tanggal 22 Februari 2021 s.d. berakhir tanggal
21 Agustus 2021. Untuk proses pemilihan penyedia e-Katalog lokal
berikut kelengkapannya untuk kategori hotmix.

b. Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa berhasil mencapal target
yang ditetapkan yakni Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan. Pada
tanggal 26 Februari 2021 pengumuman jasa konsuitan pengawas telah
tayang di LPSE DKI Jakarta dan BPPBJ telah menetapkan pemenang
jasa konsultansi pengawasan pada 14 April 2021.
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Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tidak
memiliki program dan kegiatan khusus untuk mendukung pencapaian
indikator kinerja tersebut.

9. Capaian Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD 39)

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DK| Jakarta menjadi
pengampu pada rencana aksi :

a. Meningkatkan nilai pada komponen pelaporan kinerja dalam penerapan

SAKIP pada Badan Pslayanan Pengadaan Barang/Jasa.
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DK| Jakarta telah
menyusun dokumen LKIP BPPBJ Tahun 2020 dan mengunggah laporan
tersebut pada aplikasi esr.menpan.go.id seusai dengan waktu yang
ditentukan.

b. Meningkatkan nilai pada komponen perencanaan kinerja dalam
penerapan SAKIP pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKi Jakarta telah
menyusun iaporan Rekapitulasi Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4 dan
Fungsional) Tahun 2021 dan Rancangan Indikator pada Dokumen
Kinerja (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2022 sesuai
dengan waktu dan target yang ditetapkan.

c. Meningkatkan nilai pada komponen pengukuran kinerja dalam
penerapan SAKIP pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DK| Jakarta telah
menyusun Dokumen hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah triwulan
sebelumnya, Dokumen hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah 2017-
2022 dan Dokumen evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3.4 dan
Fungsional triwulan sebelumnya sesuai jadwal dan target yang
ditentukan.

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DK! Jakarta tidak
memiliki program dan keglatan khusus untuk mendukung pencapalan
indikator kinerja tersebut.
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10. Capaian Persentase penyelesaian capaian rencana aksi Peningkatan
Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD 61)

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta menjadi
pengampu pada rencana aksi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP pada
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa atas LHP yang terbit periode 2019
s.d. 2021. Capaian target TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang
terbit periode tahun 2019 s.d. 2021 triwulan |l terdapat sejumlah 17
rekomendasi dengan target jumlah penyelesaian 13,60 dan terealisasi
sejumlah 16 rekomendasi sesuai dengan berita acara Penyelesaian TLHP
APIP yang terbit sejak tahun 2019 yang ditandatangani tanggal 22 Juni 2021.
Pada triwulan IV terdapat sejumiah 12 rekomendasi dengan target
penyelesaian sejumlah 10,20 dan terealisasi sejumlah 10,50 rekomendasi
sesuai dengan berita acara Penyelesaian TLHP APIP yang terbit sejak tahun
2019 yang ditandatangani tanggal 15 Desember 2021. Badan Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki program dan
kegiatan khusus untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut.

11. Capaian Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Smart City
nomor {KSD 43)
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta menjadi
pengampu pada rencana aksi Dukungan pengadaan Barang/Jasa pada
kegiatan Transformasi Digita!. Capaian target Terlaksananya Ilelang
pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan Transformasi Digital 1, Il dan il
diantaranya :
a. Pengadaan Perangkat Lunak Sistem Analitik Transformasi Digital UP
Jakarta Smart City;

b. Pengadaan Server Transformasi Digital UP Jakarta Smart City;

c. Pengadaan Perangkat Lunak Database Transformasi Digital UP
Jakarta Smart City;

d. Pengadaan Network Attached Storage Transformasi Digital UP
Jakarta Smart City;

e. Pengadaan Perangkat Jaringan Transformasi Digital UP Jakarta
Smart City;
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Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tidak
memiliki program dan kegiatan khusus untuk mendukung pencapaian
indikator kinerja tersebut.

12. Capaian Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem
Pemerintahan Berbasis Eiektronik) (KSD 63)

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta menjadi
pengampu pada rencana aksi Asesmen Transformasi Digita! dan Evaluasi
SPBE pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa. Capaian target
Tersampaikannya data hasil isian form asesmen transformasi digital
Perangkat Daerah sesuai format pada Instruksi Sekda No 122 tahun 2020
tentang percepatan pelaksanaan asesmen transformasi digital dan
Tersampaikannya data hasil kuisioner dan evaluasi SPBE Perangkat Daerah
sesuai format KemenPAN RB dan DKi Jakarta tercapai sesuai target dan
waktu yang telah ditentukan. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki program dan kegiatan khusus untuk
mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut.

13. Capaian Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran
Udara (KSD 71)

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
menjadi pengampu pada rencana aksi Penayangan Harga Jasa Rp/Km untuk
Bus Listrik. Target capaian pada triwulan |l, yakni Pemilihan penyedia, review
hasil pemilihan, tandatangan kontrak telah tercapai dengan terlaksananya
pemilihan penyedia, reviuw hasil pemilihan sampai dengan penandatanganan
kontrak tanggal 29 Juni 2021. Target capaian pada triwuian lil yakni Laporan
Koordinasi Penayangan Katalog tefah tercapai dengan tayangnya Harga Jasa
Rp/Km untuk Bus Listrik pada katalog lokal-LKPP. Badan Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DK! Jakarta tidak memiliki program dan
kegiatan khusus untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut.

14. Capaian Penyeiesaian Ekatalog Tepat Waktu sesuai dengan SOP yang

berlaku.
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Pencapaian indikator kinerja Penyelesaian Ekatalog Tepat Waktu sesuai
dengan SOP yang berlaku terlaksana berkat dukungan Pokja Pemilihan
Katalog Elektronik Lokal yang telah menyelesaikan proses pemilihan katalog
elektronik daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan SOP yang berlaku.
Badan Peslayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tidak
memiliki program dan kegiatan khusus untuk mendukung pencapaian
indikator kinerja tersebut.

156. Capaian Persentase Pemanfaatan E-Order

Pencapaian indikator kinerja Persentase Pemanfaatan E-Order
terlaksana berkat komitmen Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa untuk
memberi ruang bagi pelaku Usaha Mikro Kecil binaan untuk memasarkan
produknya. Program yang mendukung pencapaian indikator tersebut adalah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Rincian Sub
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman khususnya shack rapat yang
seluruhnya dipesan melalui E-order, sesuai dengan Instruksi Gubernur No.29
Tahun 2021 tentang Transaksi Pengadaan Langsung dengan Usaha Mikro
Kecil (Melalui Sistem E-order). Pagu yang dialokasikan sebesar Rp
36.000.000 terealisasi sebesar Rp 35.926.000 atau £9,8%.

16. Capaian Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik
program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DK} Jakarta.
Pencapaian implementasi rencana strategi komunikasi publik program-
program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang
mengangkat tema “Peluang Usaha Mikro Kecil dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dengan E-Order BPPBJ” dilatarbelakangi komitmen
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa untuk memberi ruang bagi pelaku
Usaha Mikro Kecil binaan untuk memasarkan produknya. Badan Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa secara berkala mempublikasikan E-Qrder melalui
berbagai kanal media seperti facebook, instagram dan juga website BPPBJ
agar masyarakat mengetahui komitmen Pemprov DKl Jakarta dalam
mendukung UMK binaan. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi DKl Jakarta tidak memiliki program dan kegiatan khusus untuk
mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut.

Laporan Kinerja  / " /' BADAN PELAYANAN e
Instansi Pemerintah /' PENGADAAN BARANG/JASA. &

Tahun 2021 / V4 PROVINSI DKI JAKARTA




(B0
Badan Pelayanen Pengadaan
Barang/Jesa Prov DI Jakevig

17. Capalan Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021

Pencapaian indikator kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun
2021 dengan predikat A (89,81) menunjukkan tingkat rata-rata efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinera,
kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang berorientasi pada hasil pada Badan Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan hasil yang
baik. Komponen yang menjadi penilaian yaitu perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKl Jakarta tidak
memiliki program dan kegiatan khusus untuk mendukung pencapaian
indikator kinerja tersebut.

18. Capaian Niiai PMPRB

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model
penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan
digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang
menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Badan Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakaria telah melakukan perbaikan
dalam setiap kompenen pengukuran yakni manajemen perubahan,
deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata
laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas,
penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Perbaikan yang dilakukan diantaranya adalah perubahan Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, membuat Standar
Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi, membuat Surat
Keputusan Kepala Badan tentang Standar Waktu Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DK
Jakarta, survei kepuasan masyarakat {penyedia dan OPD) secara berkala,
serta kegiatan lainnya yang mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut.
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Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKl Jakarta tidak
memiliki program dan kegiatan khusus untuk mendukung pencapaian
indikator kinerja tersebut.

19. Capaian Nilai pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa tepat waktu dan
sesuai dengan perencanaan pengadaan
Pencapaian target indikator kinerja Nilai pelaksanaan pengadaan Barang
dan jasa tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan pengadaan dapat
tercapai berkat dukungan Pokja yang menyelesaikan pemilihan penyedia
barang dan jasa yang didanai melalui Pinjaman PEN (sesuai dengan
perencanaan pengadaan). Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki program dan kegiatan khusus untuk
mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut.

20. Capaian Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur

Pencapaian target indikator kinerja persentase capaian penyelesaian
Tindak Lanjut Arahan Gubernur dapat tercapai berkat dukungan seluruh
pegawai Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKl Jakarta
yang selatu konsisten melakukan tindak lanjut setiap arahan Gubernur, baik
melalui rapat pimpinan, e-office, arahan melalui media elektronik dan bentuk
arahan lainnya. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI
Jakarta tidak memiiiki program dan kegiatan khusus untuk mendukung
pencapaian indikator kinerja tersebut.

21. Capaian Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat

Pencapaian target indikator kinerja Persentase capaian penyelesaian
pengaduan masyarakat dapat tercapai berkat kerjasama seluruh pegawai
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dalam memonitor setiap
pengaduan masyarakat pada sistem CRM dan secara sigap menindaklajuti
setiap aduan masyarakat untuk kemudian dilaporkan penyelesaian aduan
masyarakat dengan menguploadnya ke sistem CRM Kepala Badan. Badan
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki
program dan kegiatan khusus untuk mendukung pencapaian indikator kinerja
tersebut.
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22. Capaian Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi
temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa berkomitmen untuk selalu
menindaklanjuti semua rekomendasi hasil pemeriksaan oleh BPK. Selain itu,
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan monitoring serta mendorong
penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Badan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki program dan kegiatan
khusus untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut.

2. PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Indikator kinerja utama Indeks Kepuasan pertama kali diperjanjikan pada
tahun 2021 mengantikan indikator kinerja utama sebelumnya yaitu Persentase
pengadaan barang/jasa tepat waktu yang berubah menjadi indikator kinerja pada
level program, sehingga indikator kinerja utama indeks kepuasan layanan PBJ
belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Data yang dapat
dibandingkan adalah indikator sasaran sesuai RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-
2022 yakni indikator kinerja utama Persentase pengadaan barang/jasa tepat
waktu. Berdasarkan tabel 3.2 menunjukkan tren realisasi yang positif setiap
fahunnya.

Tabel 3.2 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pengadaan
Barang/Jasa Tepat Waktu

Target Kinerja Realisasi/Capaian
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 = 2019 | 2020 | 2021

No. Sasaran | IKU | Satuan l

Strategis

Terlaksananya

prinsip Value Persentase
for Money pengadaan
1 dalam proses  barang/jasa % 85 875 90 925 95 g7 98 100
pengadaan tepat wakiu
barangfjasa

(Sumber data: SK Penetapan IKU BPPBJ Tahun 2018-2022 dan e-SAKIF)

Untuk penyelesaian Pengadaan Barang/jasa Tepat waktu sesuai standar
waktu yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa melalui surat keputusan Kepala Badan pelayanan Pengadaan
Barangfjasa Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018, pada dasarmnya
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Badan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa telah melampaui dari target yang telah ditetapkan hal ini dapat dilihat

P
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sebagaiamana tabe! 3.2 Indkator Kinerja Utama (IKU) Eselon Il Badan Pelayanan
Penagadaan Barang/Jasa:

1. Pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 85% dan tereaiisasi 95%

2, Pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 87,5% dan terealisasi 97%

3. Pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 98%

4. Pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 92,5% dan terealisasi 100%

Pada tahun anggaran 2018 - 2022 BPPBJ telah menyelesaikan proses
tender Barang dan Jasa untuk SKPD/ UKPD masing-masing sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rekapitulasi Jumlah Paket Tender Selesai Periode Tahun 2018-2021

Jumlah

Takiin T':’::je:r NI'(?QIpI-_')PS Nllal(!;(:.r)ltrak

2018 1.488 6.562.600.326.533 6.085.455.716.017
2019 2.138 13.826.246.943.766 12.591.447.490.331
2020 919 1.755.274.325.758 1.568.802.940.841
2021 733 5.014.056.239.786 4.600.709.907.182

(Sumber data : monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa BPPB.J)

Berikut rekapitulasi data tender di Badan pelayanan Pengadaan Barang/Jasa per
tanggal 31 Desember 2021:

TENDER GAGAL | 14

TENDER BATAL [ 225

TENDER SEDANG PROSES 4

TENDER SUDAH seLEsAl [ 733
USULAN TENDER YANG MasuK [ 57+

Diagram 3.1 Perbandingan Realisasi Tender Terhadap Usulan Berdasarkan Jumlah Paket
(Sumber data : e-Monev Pengadaan Barang/Jasa, diolah)
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3. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan merujuk pada capaian kinerja
dan realisasi anggaran sebagaimana terlampir, berikut data analisis atas efisiensi
penggunaan sumber daya tahun anggaran 2021 pada tabel dibawah.

Tabel 3.4 Tingkat Efisiensi Anggaran Dalam Mencapai Kinerja

A Capaian :
No Sasaran Strategis WRIEBIor kinerja Penyerapaﬂn T".‘gka.t“
sasaran o Anggaran % Efisiensi %
Meningkatnya Layanan Indeks
Pengadaan Barang/Jasa Kepuasan
di Pemerintah Provinsi Layanan S0 87,30 127
DKl Jakarta PBJ
2. Meningkatnya Kualitas Persentase
Pelaksanaan Anggaran Kualitas
Pelaksanaan 199 97,69 2,31
Anggaran

(Sumber data : e-SAKIP dan e- Monev, diolah)

Berdasarkan data diatas terlihat pencapaian Sasaran strategis
Meningkatnya Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta melalui Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan
Jasa terdapat efisiensi sebesar 12,7%. Salah satu faktor yang mendukung
adalah tidak terealisasinya belanja modal PC dan printer sebesar Rp
266.792.416 atau 8,7% pada Rincian Sub Kegiatan Implementasi Sistem
Informasi Pengadaan Barang/Jasa, namun demikian output dari Rincian Sub
Kegiatan tetap tercapai menggunakan PC dan printer yang ada. Pencapaian
sasaran kedua yakni Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran melalui
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdapat efisiensi
sebesar 2,31%. Salah satu faktor yang mendukung adalah tidak terserapnya
anggaran sebesar Rp 1.221.127.995 atau 1,6% pada Sub Kegiatan Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN, hal ini disebabkan saat perencanaan anggaran
diasumsikan terdapat mutasi Personil Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dari
OPD lain untuk memenuhi kebutuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, namun hal tersebut belum
terealisasi. Sedangkan untuk sasaran strategis lain termasuk KSD, sasaran
khusus dan sasaran operasional tidak menggunakan anggaran sehingga tidak
terdapat efisiensi.
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4. PERBANDINGAN DENGAN TARGET NASIONAL ATAU PROVINSI LAIN

Pada indikator kinerja utama Badan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa
tahun 2021, yaitu Indeks Kepuasan Layanan PBJ belum tersedia data Indeks
Kepuasan Layanan PBJ dari UKPBJ Provinsi lainnya, sehingga indikator kinerja
utama tersebut belum bisa dibandingkan dengan UKPBJ Provinsi lain.

B. REALISASI ANGGARAN
Sebagal informasi pelaksanaan APBD 2021 mengenai Laporan Realisasi
Anggaran, pada periode tahun anggaran 2021 BPPBJ Provinsi DKI Jakarta selaku
SKPD mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 77.749.556.404 (setelah

anggaran direfocusing).
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran BPPBJ Tahun Anggaran 2021

Kategori Belanja i S LA L
Belanja Operasi 77.313.502.368 75.635.735.696 97.83%
Belanja Pegawai 608.472.954.000 68.251.826.005 98,24%
Belanja Barang dan Jasa 7.840.548.368 7.383.900.601 94,18%
Belanja Modal 436.054.036 0 0,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 436.054.036 0 0,00%
Pagu Unit Kerja 77.749.556.404 75.635.735.696 97,28%

(Sumber: hitps./monev.bapedadki.net/, diolah)

Akuntabilitas keuangan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dimana totai
penyerapan belanja operasi sebesar Rp 75.635.735.696 dari target alokasi sebesar
Rp 77.313.502.368 sehingga menghasilkan rata-rata capaian penyerapan anggaran
belanja operasi dan belanja modal sebesar 97,83%. Tidak ada penyerapan terhadap
belanja modal dikarenakan SPD yang terbit diakhir Desember sehingga tidak cukup
waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
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Tabel 3.6 Realisasi n garan program/kegi menunjang capaian perjanjian kinerja

. [ahun 2021
sasaran Indikator | . T o | y 2
No SEIVEID I;||-|~l.F-m.nl|:~..a:.||l..‘a|».n.m Program Realisasi

Capaian
Strateqis Sasaran i

i |
1 Terwujudnya Opini laporan
penyelenggaraan Keuangan

; - 3 3
pemerintahan Nilai 100 = - = .
yang taktis dan (WTP} (WTP)
adaptif
2 Meningkatnya Indeks
Layerar " Kopussan Koo dan
engadaan ayanan
Barang/Jasa di Nilsi 4 4 100 E::fg’:;::n 3.062.380.928 2.673.484.000 87%
Pemerintah Banean
Provinsi DK - g
Jakarta =
3 Meningkainya  Persentase Program
Kualitas Kualitas Penunjang
Pelaksanaan Pelaksanaan Persen- Urusan
Anggaran Anggaran i 9N 9529 105 Pemerintahan 74.687.175.476 72.962.251.696 98%
Daerah
Provinsi

(Sumber data : e-SAKIP dan https://monev.bapedadki.net/, diolah)

Berdasarkan tabel 3.10 diatas dapat dilihat sasaran strategis Terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif tidak memiliki program,
kegiatan dan alokasi anggaran, namun berhasil mencapai target kinerja predikat WTP
pada laporan keuangan daerah. Sedangkan proporsi pagu anggaran Program
Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa untuk mencapai sasaran
Meningkatnya Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Provinsi DKJ Jakarta
hanya 4% dari total anggaran belanja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.
Namun hal ini dapat dimaksimalkan daiam mendukung pencapaian indikator kinerja
Indeks Kepuasan Layanan PBJ. Pada sasaran strategis yang terakhir yaitu
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran melalui program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki serapan anggaran yang tinggi sebesar 98%.
Untuk melihat lebih rinci serapan anggaran, berikut rincian serapan anggaran masing-

masing sub kegiatan.
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Per Sub Kegiatan Tahun 2021

Tahun 2021

Program Sub Kegiatan Realisasi Target Realisasi
Anggaran Keuangan Keuangan | Keuangan

(Rp) (%) (%)

Penyediaan Jasa Pendukung

Pokja dan Tenaga Aslsten 1.231.688,612 1.229,184.000 100% 100%
Program Pengelola Barang/Jasa
Kebijakan Dan = b -
Pelayanan engembangan sistern
Pengadaan pengadaan barang/jasa 745.200.000 648.000.000 100% 87%
Barang Dan Jasa = "

Implementasi Sistem Informasi g5 70416 418,500,000  100% 61%

Pengadaan Barang/Jasa
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Tahun 2021

Program Sub Kegiatan Realisasi Target Realisasi

Anggaran Keuangan Keuangan | Keuangan

(Rp) (%) (%)

:jr'ﬁ,,"::;‘,:ﬁ:n':fa?angﬂasa 14.000.000 14.000.000  100% 100%

Penyediaan tenaga ahii/nara
sumber dalam proses 384.800.000 363.800.000 100% 95%
pengadaan barangfjasa

s::g:é‘::nagﬂfaﬂ‘;z:'::" 418642308  418572.000  100% 100%
Penyediaan Peralatan dan
Partrgkapan barfor 180.261.620 0 100% 0%
Penyediaan alat tulis kantor 1.624.161.660  1.387.20.000  100% 84%
;?2{::;““ sewa mesin 224769600  207.820.800  100% 92%
:::L“;’;;;’;&’;gﬂg Cetaken 148.156.250 141405000  100% 85%
b FlEd enimakanan dan 64.104.120 61153100  100% 95%
Penunjang : 2o
Urusan ;’j:j);%‘g::}gﬁ‘ dan 69.472.854.000 68.251.826.005  100% 98%
Pemerintahan
Daerah Provinsi i
S adn s 7510000  7.410.000  100% e8%
Penyediaan Jasa petugas
penunjang kegiatan 2.466.545.158 2.410.812.141  100% 98%
kantor/lapangan
EZ:::::?:;E: Eg[]?‘a'ata" cEl 88.452.760 88.426250  100% 100%
oy eciann Jasa perizinan 12618000 6908400  100% 55%
TOTAL 75.635.735.696 100%  97,28%

(Sumber data : Olahan data dan https./monev2021.bapedadki.net)

Berdasarkan tabel 3.11 di atas, berikut uraian pencapaian anggaran per Sub Kegiatan

pada Program Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa yang

menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja:

1. Penyediaan Jasa Pendukung Pokja dan Tenaga Asisten Pengelola Barang/Jasa
dengan total anggaran Rp 1.231.588.512 dan terealisasi Rp 1.229.184.000
(100%). Seluruh anggaran berhasil dioptimalkan untuk penyediaan tenaga
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pendukung Pokja sehingga pelayanan pengadaan barang dan jasa tetap optimal.
Jumlah tenaga pendukung pokja pada tahun 2021 berjumiah 12 orang;

2. Pengembangan sistem pengadaan barang/jasa dengan total anggaran Rp
745.200.000 dan terealisasi sebesar Rp 648.000.000 (87%). Kegiatan ini fokus
pada pengembangan sistem e-lang yang dapat mengakomodir proses
perencanaan, persiapan pemilihan dan manajemen kontrak;

3. Implementasi Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dengan total anggaran
Rp 686.792.416 dan terealisasi Rp 418.500.000 (81%). Kegiatan ini bertujuan
untuk memastikan implementasi sistem informasi pengadaan barang dan jasa
berjalan dengan lancar dan dapat memberikan kepuasan terhadap pengguna
sistem informasi pengadaan barang dan jasa. Serapan anggaran pada kegiatan
ini belum optiimal disebabkan belanja modal komputer dan printer belum
terealisasi karena Surat Penyediaan Dana (SPD) yang terbit pada akhir buian
Desember 2021 sehingga sulit untuk melaksanakan pengadaan barang modal
tersebut. Namun, hal tersebut tidak menganggu operasional Sistem Informasi
Pengadaan Barang/Jasa;

4. Pelaksanaan FGD permasalahan barang/jasa dengan total anggaran Rp
14.000.000 dan terealisasi Rp 14.000.000 (100%). Kegiatan ini bertujuan agar
Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (SDM PBJ) atau Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) dapat menginventarisasi permasalahan pengadaan
barang dan jasa yang ada di lapangan dan menemukan solusinya bersama-sama
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

5. Penyediaan tenaga ahlinara sumber dalam proses pengadaan barang/jasa
dengan total anggaran Rp 384.800.000 dan terealisasi Rp 363.800.000 (95%).
Anggaran kegiatan berhasil dioptimalkan untuk membantu proses pengadaan
barang dan jasa terutama pada pengadaan dengan kompleksitas yang tinggi
seperti tenaga ahli/ narasumber di bidang konstruksi sehingga didapatkan hasil
pengadaan barang dan jasa yang value for money dan memberikan kepuasan
terhadap stakeholder baik internal maupun eksternal. Kegiatan ini juga
menyediakan tenaga ahli di bidang hukum untuk membantu dalam pembuatan
kontrak yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor (PC dan Printer) dengan total
anggaran Rp 169.261.620 dan tidak terealisasi dissbabkan SPD yang terbit diakhir
Desember sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
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Namun demikian indikator indeks kepuasan pelayanan kantor tetap tercapai
dengan memanfaatkan PC dan Printer yang ada.

7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan total anggaran Rp 69.472.954.000
dan terealisasi sebesar Rp 68.251.826.005 atau 98%. Penyerapan anggaran
tersebut tidak 100% disebabkan saat perencanaan anggaran diasumsikan
terdapat mutasi Personil Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dari OPD lain untuk
memenuhi kebutuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Badan Peiayanan
Pengadaan Barang/Jasa, nhamun hal tersebut belum terealisasi.
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari sisi kelembagaan Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa merupakan

lembaga yang sangat strategis yaitu bahwa BPPBJ selaku Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) juga selaku penanggungjawab proses pengadaan barang dan jasa
bagi SKPD/UKPD di Provinsi DKI Jakarta.

Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa selaku SKPD menjalankan Program-

program yang terkait dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah, dalam tahun

anggaran 2021 BPPBJ merencanakan dan melaksanakan program-program yang

menunjang kinerja pemerintahan daerah yaitu:

1.

Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan dimaksud kami sajikan kegiatan utama yang menunjang kinerja antara lain:

l. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

1.

@ NO® A N

Penyediaan Jasa Pendukung Pokja dan Tenaga Asisten Pengelola Barang/Jasa
Pengembangan sistem pengadaan barang/jasa

Implementasi Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa

Pelaksanaan FGD Permasalahan Barang/Jasa

Pembinaan dan pengembangan SDM pengelola pengadaan barang/jasa
Penyediaan Tenaga Ahli/Nara Sumber Dalam Proses Pengadaan barang/Jasa
Penyusunan pedoman dan standar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Sosialisasi dan publikasi peraturan pengadaan Barang/Jasa

il. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsl

N O O AN

Laporan Kinerja |
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Pengelola arsip dokumen pengadaan barang/jasa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan sewa mesin fotokopi

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan makanan dan minuman
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja
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8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

9. Penyediaan jasa administrasi keuangan

10.Penyediaan jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan
11.Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja
12.Penyediaan BBM KDOQ/KDO khusus

13.Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO Khusus

B. SARAN
Dalam rangka optimalisasi peran lembaga penanggung jawab proses
Pengadaan Barang/Jasa, BPPBJ Provinsi DKI Jakarta sangat membutuhkan
sumberdaya yang memadai, untuk hal tersebut disarankan;

1. Untuk pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, maka perlu
dilakukan mekanisme penganggaran yang efektif, efesien dan tepat waktu, dan
untuk laporan keuangan yang akuntabei serta bisa dipertanggungjawabkan, agar
selalu mengikutsertakan sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada Pejabat
Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara
Pengeluaran dan staf yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dan
anggaran.

2. Peningkatan sumber daya manusia berupa pendidikan dan pengembangan
wawasan pengelolaan keuangan dan aset (peningkatan kualitas SDM maupun
Kuantitas SDM).

3. Peningkatan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia berupa pendidikan
dan pengembangan wawasan proses pengadaan barang jasa bagi Unit
Pelayanan Pengadaan Barang Jasa (UPPBJ).

4, Perlu adanya peningkatan jumlah pegawai yang berstatus fungsional pengadaan
barang jasa. Mengingat beban kerja yang di embannya sangat berat untuk tahun
anggaran 2021 jumlah paket tender sebanyak 733 dengan nilai kontrak Rp.
4.600.709.907.182,-

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Badan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2021 yang dapat kami sajikan,
harapan kami laporan tersebut bermanfaat dan mendukung kinerja pemerintah
Provinsi DKI Jakarta.
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PEMERINTAH PROVINS! DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BLESSMIYANDA
Jabatan : Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta
selanjuinya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus lbukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian inl dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2021
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Gubernur Kepala Badan Pelayanan Pengadaan
Daerab Khusus Ibukota Jakarta, Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus
' ﬁ kota Jaka}¢
ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D BLESSMIYANDA

NIP 196910131997031004




PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
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[Perry22a2n oro'eionak badan pemeniksa keuangan & e s Sl rena e ~hrmas yang d8a A

ia.am laporan kevange: daerah pemprov DU Jakata ses.ai dengan siandar skuntans: pemenntzhan,
reandaign ¢ stem pengencaian miemal, kepatuhar terhadap peruadangan dan kecukupar pencungkapan
FOrvers: A opwm pemenksaan LK WTP=3(100%), WOP=2{75%), TW=1{50% THP=({25%))

Nama : Blessmiyanda

NP : 196910131997031004

Jabatan : Kepala Badan

UnR Kerja : Badan Pelayanan Pengadaan BarangiSasa Provinsi Di) Jakarts

NO L Sasaran l NO Indikator Kinerja Sumber Dala
SASARAN STRATEGIS - WV L IR ORASe, k1
t | Terwuudnya penyslenggaraan pemenatahan | 1 | ;i laporan Kevangan T &-SAKIP
yarg lakis dan 2daptf i
|

it

)

Venng-atiya Layanan Pengadaan Sarargliasa
1 Pemerniah Provingi D Jedarta

3 1L.se-unglur.ﬂ,ra Kualitas Pelaksanaan Anggaran |

|

-

~dexs Kepuasan u;inar -1}

Persenlase Kualitas Pelaxsanaan
Anggaran

nels kepuasan pefayanan bpph) berdasarkan pelaksanaan pen;atsan arang jasa = o'em & lang BFFE
Dengar «alegonisasi mempedomani Permenpan No 14 Tanun 2017 .

indeks < Sangat Baik, dengan g terval hasd survey 3 53244 CJ atau nilar nierval korversi 88,31-100.00
Indeks 3 Bak, dengan pdax nlervad has survey 3.0544-3 532 alau nia nterval koavers: 76 61-88.30

Indexs 2 Warang bék, dengan nial nlerval hasi survey 2 63-3.064 atau nila: serval konvers 85 (0-76,60
“daks * Ttak bak, dengan mlainierval hasd survey 1,00-2.55596 ataw mian inte-val konversi 25,00-64.99

Persetace Kuziitas Peloksanaan Anggaran diakuken dengan mengokur 3 Komponen yatu

1 Penyerapan Anggaran Komponen i mengulur kesesuaian resisas: enggaren chandngkan dengan pagu
Ar3iaran yang hetan ¢etapxar di g«ur jar Ferangkat Daarsh Nilai penyerapan anggaran meksimai adalah
407 Fengecapan angpacan berdda 4 apatia serapan anggaran 2 B0%: Apabea serapan ahggaran di
banat < BOY% maka pertwurgan rda penyerapan enggaran = (Persetase Secapan Anggaran x 40%5:)
Arazaar yang dipestlungian metipuli APBO dan BLU, dan kdak termasuk tana tansior dan pemenniaby
pusal

o E*oensi acalan sisa dana Yang dpern en setelah pelaksanaan dan subxeq 4157 yang ‘argel sa5arannya

"wlih ¢ ana Apateia pencagnn o3l Lrak lercapan 100% maka unsr efsiensi | oak dulur Sia dana
ialeh sevoh lelrh pagu anggaran dengan rezhisas anggaran dimara selisin leth pagu dimaksud sudah tdak
$a nkar kembali unluk subkegiatanibelanja lannya

Pencapa.an ouipu! adaiah persentase capa-an mcrkator inena subkeg alan (oulput] Reatsas: pancapasen
ultput dapat g2t dalam £p0kas e-money Arggarsn hasilingitan FD/UKPD

" ermilas: perguiran adaiah sebagan berkul:

{ Serapan Anggaran 80% dan oulp 100%

Realisas: = (40%) + ((%efsiens: X 10%)/20%) + (50%)

2 Serapan Anggaran <60% dan ouput <105%

Reaiicas’ = {Peryerapan Anggaran X 40%) + {percapaar oulpet X 50%)
3. Serapan Anggaran 2807 namun cuigut <100%

Realsas = 40%} ~ (pencapaan oulgut x 30%:)

A

st
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[ a ﬂmmaﬁﬁiusahm tan Persentase penye/esaian rencana aks: a-Monev K5O [Real sas penyelesaian dibandingkan targel penyelesaian rencana akai Program PeTonazr dan 100% | 10C% | 100%] 100 Percentaze |
Program Fembinaan dan Pengembangan Pengembangan Kewkausahaan Terpedu (nomor 20)
Kewiausanzan Terpadu (pomor 20)
§  |Meningkainya akses sanilas: layak Persentase penyelesaan rencana aks e-Monev KSO Ibmwmamm@mwlmmwwuwwa\gmmmn WA 100% | 10 100% | 100% Persentace
Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (ncmar 22)
Limbah dan Air Limbah Komuna? (nomar
22)
6 |Meningiatnya fungsi dan pengelolsan Persenlase penyelesaian rencana aks: e-Monev KSD wmmwrmnyemmmaaﬂmmmwmmm 100 100 1 hA 1 Perzentate
infraskuldur pengendalian banjr dan gras: Pengendalian Banjir me'ahn Naturalisas: Sunga:, Pembangunan WaduldStwEmbung, Revlalas: Sstem Polder dan Tanggu! Panta {nomar 23)
Sungai, Pembangunan
Wadul/Silu/Emoung, Revtalisasi Sislem
Po'der dan Tanggul Pantai {nomor 23}
7 |Terwupdnya sarana dan prasarana ransposiasi Persenlase penye'esaian rercana aks. & Monev KSD |Realisasi penyelesaian dbandingkan target penye'esasan rercana aksi Penciplaan Layanan Transportas: 100% | 100% | NAA | NAA | '00% Persentase
yarg aman, memadai, modem, lenniegrass, Penc ptaan Layanan Transportas Tenntegras melalu Jak Lingka (roror 29)
llarrah lnghungan. dan lenangkay e “omua Tenntegro: melalw Jak Lngio {nomar 29
warga Jakarla
Persertace penyeiesaian rencana a<si | e-Monev KSD [Reahisass penyelesaian dinandngean target penyelesaian rencana ake: Peningkatan Kuadas Fas s oA | 100% |1 _4"':; T w00% | Jﬂur-afa'e__w
Peningkatan Kualilas Fasilitas Pedestrian Pedestrian {nomor 73}
{ncmar 73)
8 |Verw udnya tata kecla pemenniahan dan Persentase penyelesaian rencana ake: e-Money KSD |Realisasi penyelesaian dibandinglcan targel penyelesaian re~cana - Mewujuckan Acuniabilas Kinena W% | KA | WA | NA | 100% Persen e
(keuangan Daersh yang ransparan dan Mewujudan Akuntzbiitas ¥merja Instans. Instans: Pemenntah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)
akuntabel Pemerntah (AKIP) dengan Predekal AA
|nomar 39)
Persentase penyelesaian capaian rencana | e-Monev KSD [Realisas: penyelesa an dibandingkan target penyelesaian nencana aks Persen‘ase penyelesaian capaan NiA 10 WA | 1 100 Persentase
aksi Fen ngbotan Kualitas Knerja rencana aks. Peningkatan Kualdas Kanera Pemerintahan (nomor 61)
Pemerintanar {romor 1)
§  |Terwuudaya Iata k= olz pememiahan dan Persentase penyciesaian rancana aks onev KSD  |Reatisasi rencana aksi XS0 mengenai Pengembangan Smarl Cty Nomor(43) 100% | 10 10 A Ferigntase
iiaanyangmspam,ammabel Pengembangan Smart City nomor {43}
seria berbasis ieknw'ogs inforrask
Perseniace penyelesaan fencana acci | e-Monev KSD [Reabsasi penyelesaian dibandingkan targel penyeesaian rercana akci Implementas) SPEE (Sisier 00% | A [100%] MA | 100% | Persentase
Implementas SP3E (Sstem Fememiahan rPewnnhan Berbasis Biekiromk) (somor 63}
Berbasis Flekiroms) {nomor 53
10 |Terpangunnya kota yang berwawasan tala Persenlase penyelesaiar rencana akei e-Monev KSD  |Realisasi rencana aks: KSD mengenar Pengendalian Pencemaran Udara Nomor(71) LA e NA 10 Percentace
ruang dan kagkungan sebagai perwujudan wota Pengendal 31 Penoamaran Ligara nonor
(7)
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11 —Femquhya layanan Barang dan Jasame'aly: 1 |Penyelesaian Ekatalog Tepa Waktu sesusi| e-Kinena  [Penyelesaan Exataiog Tepat Wald, sesuai SOP yang berlaky 100% | 100% | 100% | 1003 100% | Persentaze |
Ekalalog yang berkualitas bag: pe~angiu dengan SOF yang berdaku
kepentsgan (stakeholder)
12 | Meningkatknya Pemaniaatan E-Purchasing 1 |Persentase "eman‘aatan E-Order ?Kmmia usmiah rupiah realisas: Belanja Makaran dan Mnuman yang memanfaal<an e-order pet {nwolan dbagi Jumiah | 100% | 100% | 100% | 1005 | e Fercattae |
Jdala- Pengadaan Barang dan Jasa n Be'ana Makanan dan Mauman x 100%
13 |Tenmplementasinya rencana stralegs i |Persentase mpiementas: iencana strateg e a) Persentase tersusunnya strateq: komunikasi program unggulan atau program umurm 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Persentase
komunikas publk unluk program-program komur %@s: oubl prOgram-vugraT UM Perangkat Daergh
mum dan ungguian Perargiat Daaroh ungguiat Pemerntan Prvira DRI
Saventa b) Persentase lersusunnya eddonal plan program ungguian atau program umum Perangkat
Daesah Diskomnfolik menyusun editonat plan o level Provins).
) Persentase tersusunnya daftar polensi iisis dan implementasi protokol kasis cleh
Perangkal Daersh sesuai SOP yang disusun Diskominfolik
d) Perseniase terpublixasikannya maten koommikasi program unggulan dan program
umum Pmangkaﬂmmhnﬂdmmedamssaﬂmmsosialaﬁumedlammng
Periwtungan
a) Bobot 30% . PD menyusun paparan strategi komunicas program unggulan atau
program wnum per tawulan
b) Bobot 20% PD menywsun paparan edior.al plan program unggulan atay program
umum per triwelan
¢} Bobot 20% PD menyusun paparen list polens: knsis dan wagiementasi protokol knsis |
Program umum atau program ungguian per tiwulan |
d) Bobot 30% PD mempublikasikan maten program unggulan dan program umum metalu ‘
meadia masss atau meda sosal atau media Iuar anang per tnwulan (noler realisasi eddongl 1
plan, mm 15 maten per tnwulan) ‘
|
14 [Terwuuanya 1ata ke'cla pemenntahan yang 1 |Predikat SAKP erangial Daerah Tat-an B NéaUPredike! dipercieh dan masl evaluas! wr lementas: SAKIP Perangkat Daeran oleh !nspeldoral (712 B1) NA | NA | NA | A JI K | omvz |
‘rancparan dan akuniabel Prowing D4 Jakana 2021 (81} ’ a1}
15 |Mewy udkan f2ts «&lo'a pemennianar don i 1 |NaFMPRB e-Kirena  |Berdasarkan Peraturan Menisr Feadayagunaan Aparalur Negara dan Reformas Brokras Nomor 25 Tahon NI& WA NeA C I T Na 1
keuanger daerah yang alunlabe: can 2020 tentarg Pedoman Evaluas: Pelaksanaan Reforman Birokras: maka Pendaan Mandn Pelacsanaan
Iransparan serta penirgkatan procult vias dan Reformas: Biroxras yang setanyuinya disingiat PMPRB sdatah mods! penlaian mandir yang bertasis prirsip |
imegritas aparakar Tote' Guality Management dan digunatan sebagsi metode un'uk melak xan perwann 5643 anakss yang |
menyelLruh tehadap kvera mstans pemes riah, Cam pect Lagar Nila PMRE = *, i Komponen |
Pengunglut (babol raks B0} +". -2 Komponen Mass ot maks 46) Fenilaan Mandin Pelaksanazn
Reformas! Brokras: dwnordnasskar cigh ~speiierat dengan kalegon pet'aan selage beraat AA = >G0000
A =>80-80 BB = >70-80, 8 = 560-77, CC = >50-60 € = >30:50 0 » 0-30 i
16 |Suksesnya Penyerapan PEN 2021 da- t  |NBan pelaksanaan pengadaan Sarang dan e-Knera  |Penye'esaian pengadaan barang dan Jasa yang didana me'au ~inaman PEN {sesua dargan perencanaan 15% % 45% | 100% | Pergelase |
Kelercapaian Oulpul sesuai rencana pengadaan {epat wikdy dan Sesua dengar pengadaan)
‘F:;nman pengacaan
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KT Tmmpfmwwm 1 |Persentase capaian penyelesaian Tnoak e-Kinerja Jumian Realisasi TL Arahan Gubemur (rapm, e-office, arzhan meislui medea giekoronik, dan bentuk arahan 100% | 100% | 100%| 100% | 100%
Gubermur Lanjul Arahan Gubemur ) 4 Jumiah TU Arahan Gubemur) x 100%
18 {Meninghzinya penyelesaian pengaduan 1 |Persenlase capaian penyelesaian CRIM (Jumiah Reaisasi TL. Aduan Masyarakat / Jumiah TL Aduan Masyarakal) x 100% 100% | 100% |100%| 100% | 100%
masyerakal |pengaduan masyasakal
18 }iemseclesakannys indak lanjut rekomandas: 1 |Persentase progress penyelesaian ndak e-Kingris  |(Jumiah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang lefeh diselesaskan oleh Perangkat Daerah | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
emuan hasil pemerdsaan elkstamal [BPK) lanjut seknansncias] imuan hasit UKPD dibawah koordinasinya f jumiah seliruh sokomendas: LHP BPK Ri yang diterima tahun 2005 dan
pameriksaan skstzmal (BPI) selerusnya) x 100% (Varifikasi oleh lnspelioral)
Jakarta, 2021
Gubernur Daerah Khusus lbukota Kepala Badan Pelayanan Pengaduan Barang/Jasa
’ N A, Frowigsi DKI Jakarte,
ies i swedan, Ph.D Blessmi a
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